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PENGANTAR KUP (BAGIAN 2)



SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah
surat ketetapan meliputi Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil
(SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB)






SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
(SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

SKPKP diterbitkan apabila:

a. Berdasarkan nilai pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar,;

b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana dalam surat
teguran;



c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai
PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol
persen);

d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak
dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang;

e. Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan
sebagai PKP secara jabatan.

SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang
berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain tidak
memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau

dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil
konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.
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SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
TAMBAHAN (SKPKB-T)

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

SKPBT diterbitkan bila ditemukan data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang
setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.



SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
TAMBAHAN (SKPKB-T)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Jika terdapat pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak
Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai tersebut.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih
besar daripada jumlah pajak yang terutang.



SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan
jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar
sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada
pembayaran pajak.






SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak
dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda



STP dikeluarkan apabila:
a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagal akibat salah tulis dan atau salah hitung.

c. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau
bunga.

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak
membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi
tidak tepat waktu.

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak
mengisi faktur pajak secara lengkap

f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak

g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian Pajak Masukan
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KEWAJIBAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan
laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan.

3. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan di perbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib
Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.



4. Pembukuan atau pencatatan:

a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya.

b. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam
Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asmg yang diizinkan oleh
Menteri Keuangan.

c. Pembukuan dlseleng%arakan dengan prinsip taat asas dan dengan
stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode
pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal Pajak.

d. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembellan sehmgga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
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e. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah
mendapat izin Menteri Keuangan.

f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara
program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggi
\t/)V%{'ib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak

adan.

5. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan

a. Tidak mengadakan pembukuan/ pencatatan, pajak yang
terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29
ditambah kenaikan sebesar 50%.
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Setiap orang yang dengan sengaja:

1) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya;

2) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia,
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatam, atau
dokumen lain; dan

3) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik
atau diselenggarakan cara program aplikasi online di Indonesia.
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Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak
selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
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